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b. memperhatikan  kesesuaian antara  Proyek
sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan
kriteria Proyek Kerja Sama yang dapat diberikan
Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas
Sebagian Biaya  Konstruksi Pada  Proyek
Kerja Sama dan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap Proyek
Kerja Sama yang telah mengajukan Usulan Pemberian
Dukungan Kelayakan kepada Komite sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap dapat diteruskan
prosesnya oleh Komite berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia. -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
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